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L.1. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa thoen ternkhir, perhation terhadap indeks demokrasi di Indonesia dan
Filipina telah mengalami penurunan kualitas demokrasi di kedus negara yang disebabkan
oleh kehadiran pemimpin yang bersifat populistis, seperti Presiden Joko Widodo di Indonesia
dan Presiden Rodrigo Duterte di Filipina. thuﬁ:iim dihasilkan dan ditmplementasikan
olech pemerintah Indonesia t,lm Fiiip'lﬁ. dm sebagaj salah satu faktor yang
menyebabkan penurupan mdeks demokrasi di masing-masing negara. Misalnya, kebijakan
seperti Undang-Undung TTE di Indonesia dan Undang-Undang Bayaniban di Filipina telah
menyebabkan regresi dalam aspek kebebasan berpendapat (Kiistal, 2022). Schain itu,
kebebasan dan independensi media terus terkikis akibat pmm kepemilikan dan
intervensi km. Situasi ini mencerminksn tantangan m dillﬁh]u kebebasan
herpendap.'lt i Filipina dan menekankan pentingnys upayn unfuk mmpm dan
melindunginya. Selain itu partisipasi politik di Indonesia dan Filipina selama lima tahun
terakhir jugn telah mengalami perubahan dan variasi vang dipengaruhi olch fakior-faktor
sosial, Wik, SRRRRORIE: vang ade Femilihas unwum, gerpkan sosial, dgfRfteriibatsn
masyarakat sipil menupakan aspek penting dari partisipasi politik di kedus negara tersebut.
Meskipun terdapat perbedaan dalam tingkat partisipasi dan a.klﬂﬂh.purﬁﬁ]ﬂsl politik ini
menn-lmink'mﬂ diImmih;n dﬂunhmi dau penlingn}'u Mﬂiﬂ mﬁfﬁrﬂkat dalam

masyarakat mpﬂ, wmbqpmum nmmbenmk_h!qﬂkm mendﬂmng perubahan
sosial, dan memperkuat demokrasi di kedua negara tersebut.

Dalam penelitian ini penulis mengkaji perbandingan performa partisipasi politik dan
kebebasan berpendapat di Indonesia-Filipina dalam periode 2018-2023 ditengah menguatnya
tren populisme. Dengan fokus pada partisipasi politik dan kebebasan berpendapat Pemilihan
periode lima tahun terakhir memungkinkan penulis untuk menganalisis tren, perubahan, dan
tantangan yang dihadapi oleh demokrasi di kedus negara tersebut ditengah menguatnya
populisme. Sebelum memasuki fokus penelitian, penulis terlebih dahulu menjelaskan situasi
dinamika demokorasi di kedua negara ini.



Sejatimya  prinstp utama dalam demokrasi adalash persamaan. partisipasi. dan
perlindunpgan hak asasi manusia. Persamaasn mengacu pada keadilan politik di mana setiap
warga megara memiliki hak yvang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik dan
pengambilan keputusan (Irsalina and Atthahara, 2022). Setiap suara dianggap setora dan
memiliki bobot yang sama dalam menentukan hasil keputusan. Partisipasi adalah elemen
kunei dalam demokrasi. Ini mencakup hak untuk memilih dalam pemilihan umum dan juga
berpartisipasi dalam proses politik vang lebih luas seperti berdiskusi, membenkan pendapat,
atau mengorganisir kelompok kepentingan. Partisipasi yang akiif dan beragam adalah ini
duri demokrasi vang sehat, karena melibatkan sefuruh spektrum masyarakat dalam
pengambilan keputusan. Perlindungan hik-mi mﬁtjugg merpakan prinsip penting
dalam demokrasi. Setigp individu memiliki hal-hak dusar yang harus diakui dan dilindungi
oleh pemerintah, Hak-hak ini mencakup kebebasan berbicara, beragama, berserikat, dan hak-
hak lainya yang memastikan martabat dan kebebasan individu dalam masyarakat (Zulfadli
and Taufani, 2022). Selsin prinsip-prinsip dasar ind, demokrasi juga ditopang oleh
seperangkat institusi dan mekanisme yang mengatur sistem politik, Debmptmstmm yang
umum dalam w termasuk pariemen stau kongres, partai politik, pemilihan umum,
tembaga F“MM independen, dan kebebasan pers. Institusi-institusy i berfungsi
untuk -mewakili kepentingan rakyal, menjalankan pemerinizhan, menjagn keseimbangan
kekuasaan, don melindungi hak-hok individu.

Secara historis Indonesia, mengalami transisi yang .51guﬂm.muﬁqu demokrasi sejak
era Reformasi pada tashun 1998 (Widiyanta, Djumawan ond Harfono, 20016). Performa
demokrasi di Indonesia selama lima tahun ferakhir telah mengalami perkembangan yang
signifikan. Dalam pmnﬁt tersebut, fokus utama adalah m politik dan kebebasan
berpendopat.  Dalam Konteks puh:ipni‘puﬁllk dimann w dota vang menjelaskan
terkait partisipasi pemilih dalam pemilihan umum mlﬂﬂ. meningkat dengan tingkal
partisipasi mencapai 75.11% pada Pemilu 2014 dan meningkal menjadi 80,50% pada Pemilu
2019 {Kusnandar, 2022). Tahun-tahun tersebut merupakan periode dimana partisipasi politik
mengalami kenaikan secara sigmifikan dan akan diperkirakan mengalami peningkaton nomun
terdapat tren populisme yang mengancam partisipasi politik don kebebasan berpendapat,
Sehingga semakin banyak kelompok masyvarakat yang terorganisir dan aktif baik dalam
mengawasi pemerintahan, seperti gerakan anti-korupsi yang memperjuangkan transparansi
dan akuntabilitas.

P



Dalam hal partisipasi politik di Indonesia selama lima tabun terakhir di bawah
pemerintahan Jokowi teleh mengalami perubahan yang mencakup pemilihan umum, gerakan
sosial, dan keterlibatan masyarakat sipil. Pemiliban umum mencerminkan tingkat antusiasme
dan keterlibatan masyarakal dalam mengekspresikan pilihannya, sedangkan gerakan sosial
seperti gerakan mahasiswa telah mendorong isu-isu sosial dan politik melalui demonstrasi
dan diskusi publik. Disisi lain juga tren populisme di Indonesia meningkat dengan ndanya
pembubaran FPI dan HTL vang memicu debat dan polarisasi kelompok atau politik identitas.
Pembubuaran FP1 pada tahun 2020 sebagai respons terhadap ketegangan sosial. FP1 memiliki
pengaruh signifikan, tetapi kontroversial karenapelanggaran hukum dan penyalohgunaan hak
asasi manusia. Begita pulag mh:ba.mu H]'Im I_-ﬁm-ﬂﬂl? menarik perhatian karena
tujuannya yang mengancam kesatuan nasional (Aswar. 2022). Pembubaran ini menciptakan
dinamika kompleks, dengan dukungm dan kontroversi terkait kehebasan berpendapat dan
beragama. Retorika populis terlihat dari pihak yang mendukung stau menentang pembubaran,
dengan fokus pads isu keagsmasn don identitas. Situasi ini menekankan pentingnya
pemahaman mendalam dan partisipasi konstruktif dar berbagsi kelompok dalam
merumuskan kebijakan yang mempromaosikan harmoni, keadilan. dan demokrasi di Indonesia.

Di periode tersebut keterlibatan masyarakat sipil melalui orgamsisi non-pemerintah
dan lembags advokasi jugn berperan dalam mempengoruhi kebijakan pemerintah melalui
advokasi dan pengawasan, Meskipun demikian. partisipasi politik tidak mesata di selurub
masyarakat ]ndnuﬂfn, dengan  beberapa  kelompok nﬁjw hamhuzn dalam
berpartisipasi (Zulkamaen er al., 2020). Melihat keseluruhannyn bahwa partisipasi politik di
Indonesia Immmhudimih demokrasi dan m-enl:hni:m pentingnya keterlibatan

Kebebasan berpml.hpﬂt di Indonesin telah bﬂmnﬂ. dengan adsnya beragam
media, termasuk media daring ving niemberikin mw perdebatan dan ekspresi
pendapat. Namun, masih terdapat tantangan seperti adanya kasus pembatasan kebebasan
berpendapat melalwi ULl ITE dan intimidasi terhadap jumalis (Marwandianto and Nasution,
2020}, Adapun partisipasi yang masih rendah dari kalangan masyarakat kurang terdidik dan
kurang mampu secara ekonomi juga menjadi permasalhan. Dalam hal praktik politik vang
juga merusak infegritas pemilihan umum dan partisipasi politik yang sehat (famaloddin,
2021).



Konteks kebebasan berpendapat, terjadi perkembangan yang positif di Indonesia
selama periode lima tahun terakhir. Masvarakat memiliki akses vang semakin leas terhadap
media massa dan platform digital vang memungkinkan mereka untuk menyampaikan
pendapat dan informasi secara bebas. Lebih banyak kelompok masyarakat juga terlibal dalam
memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Meskipun demikian,
Indonesia dapat dikategorikan sebapai demokrasi substansial yang mengalami perkembangan
positif dalam aspek kebebasan berpendopat. Jika mengacu pada penelitian yang diterbitkan
freedomhouse pada tahun 2022 indonesis menepati peringkat 39 dari 100 dalam hal
kebebasan politik dan hak sipil (Freedom House 2022a} dimana nilai tersebut dapat dibilang
cukup rendah pada target dgunﬁm }rn.nghm'k. .

Namun. masih ada kendala dalam kebebasan berpendapat di Indonesia. Pembatasan
terhadap kebebasan berpendapat masih hliﬂi oleh pihak berwenang, seperti penangkapan
aktivis dan jumalis yang disnggap menghritik pemerintah (Marwandianto and Nasution,
2020). Selain itu. masth ada prakik intoleransi dan kekerasan yang ditujukan kepada
kelompok masyarkat tertentu yang dianggap berbeda pendapat. Melihat performia demokrasi
Indonesia dqlum pmm:ln lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan W:ﬁmﬁkm
dalam partisipasi pulimk_dan kebebasan berpendapat. Namun, masih diperfukan upays untuk
meningkatkan partisipasi politik dari seluruh lapisan masyarakat dan memperkuat kebebasan
berpmd.i__l:in'scm ek asasi manusio secara umum.

Sedangkan Filipina, juga merupkan negara demukﬂii'ﬁitﬁitﬁ ﬁﬁ Tenggara,
Perjalanan Filipina !IH!I'III]U demokrasi dlimdm setelah ]mm oloriter pada talum
1986 yang chpm?ﬂﬁlmﬂ Marcos yang menggunakan. hukum darurat militer sebagai
alat untuk menekan oposisi (Crowther, 1986). Terlihat bagaimana kediktaktoran
pemerintahan ﬂﬁp’impmhm.’ma fersetrt “dengan nm:gglmahm kekuatan maliter umuk
merepresif mkyval sehingga tidak adanya kﬂ:ﬂ:ﬁmﬂd rakyat. Namun pemerintahan
tersebut berhasil digulingkan memiju kearash Demokrosi yang disngeap sebagai simbol
kebebasan dan hak di seluruh dunia, dan menjanjikan untuk menanamkan prinsip-prinsip
kesetaraan. kebebasan, dan keadilan (Huntington, 1905). Sebagai negara demokrabis di mana
rakyat memiliki kekuasaan untuk mengambil keputusan bagi negara, Demokrasi di negara ini
telah tangguh dan dinamis, tetapi beberapa pengamat mencatat penurunan demokrasi dalam
beberapa tabun terakhir. Dimana adanyas penurunan terutama lerkait dengan hak-hak
fundamental, pengawasan pemerintah, administrasi yang netral, dan partisipasi masvarakat



sipil. Pandemi COVID-19 juga telsh menimbulkan tantangan bag lembaga-lembaga dan
proses-proses demokratis (Jacinto, 2021).

Kebebasan berpendapat adalah hak asasi yang memungkinkan individe untuk
menyuarakan pendapat dan ide-idenya tanpa rasa lakul akan sensor. Kebebasan berpendapat
merupakan dasar demokrasi vang memungkinkan berbagi pandangan dan opini masyarakat.
Hak kebebasan berekspresi sangat penting dalam demokrasi. Informasi don ide-ide
membantu memperkaya debat politik dan menjadi hal penting dalam akuntabilitas publik
{Apsari and Sudibya, 2021}, Di Filipina, kebebasamberpendapal dilindungi oleh Konstitusi,
Namun, ada beberxpa Le_;aﬁun di mana pmﬂl’h'.tllh berusaha menckan kebebasan
berpendapat, terutama _dalam  media (Viryawan, Moritza and Setyaningum, 2022)
Sedangkan partisipasi Filipina, warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses
demokratis. h-tmahﬂuput mnlﬂ:i‘k,m.m dalam permiithan umum, bergabung dengan
partai politik, dan berpartisipasi dalam protes damai. Namun, ada beberapa kejadian di mana
pemerintah berusaha menckan partisipasi, terutama dalam media. Dalam kirun waktu 5 tahun
terakhir, terdapat kekhawatiran terkait kebebasan berpendapat di Filipina yang mengalami
kemunduran performa demokrasi dengan terjadimys beberapa isu yang menjadi perhatian
adalah penin&pm ferhadop media mdependen, serangan terhadap Jmmhs, m upaya
pembatasan kebebasan berpendapat dan kebebasan pers (Kristal, 2022), Populisme juga
meningkat di Flkpiﬂn dalam beberapa twhun ternkhir, Presiden Rndrﬂo Duterte, yang terpilih
pada tahun 2016, dikenal dengan pendekatan populisnya. la menggunaka: Iﬂm kasar dan
retorika kontroversial untuk menarik perhatian publik, It'mm #uhm kampanye melawan
narkoba. Populisme Duterte mencerminkan ketidakpuasun pihﬁk terhadap sistem politik
vang korup dan kwhpmmhdlwﬁenm.gml masalah sosfal dan ekonomi. Namun,
pendekatan pnmmm mendapatkan kritik karena kebijakan-kebijakannya yang
kontroversial, termasuk pelanggaran hak asasi manumﬁu ;_lﬂggmman kekerasan secara
berlebihan (Viryawan, Maritza and Setyaningrom, 2022).

Demikian pula, partisipasi poliik di Filipina selama lima tahun terakhir juga
mengalami perubahan dan variasi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik, dan
ekonpomi. Pemilthan umum, termasuk pemilihan presiden dan pemilihan legislatif. tetap
menjadi mekanisme penting bagi warga Filipina untuk mengekspresikan pilithan politik
mereks (Trsalina and Atthahara, 2022). Selama penode ini, gerakan sosial seperti perakan hak
asasi manusia, perempuan, lingkungan, dan anti-korupsi telah aktif dalam mengadvokasi isu-
isu sosial dan politik melatul unjuk rasa, kampanye publik, dan advokasi. Di samping itu,
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masyarakat sipil vang terdin dan organisasi non-pemerntah, kelompok advokasi. dan
lembaga pemantau juga berperan dalam mempengaruhi kebijakan publik. memperjuangkan
hak-hak warga negara. dan melakukan pengawasan terhadap tindakan pemermtah. Namun,
penting untuk diakui bahwa partisipasi politik tidak merata di seluruh masyarakat Filipina,
dengan beberapa kelompok memiliki akses yang lebih besar dan lebih aktif terlibat dalum
proses politik daripada vang lain (Svifa, Aini snd Mathania, 2022). Secars keseluruhan,
partisipasi politik di Filipina mencerminksn keragaman dan dinamika demokrasi, di mana
pemilihan umum, gerakan sosial, dan keterlibstan masyarakat sipil berperan penting dalam
membentuk kebijakan publik. mendorong perubahan sosial, dan memperkuat demokrasi di

negara ini.

Dalam  penelitian 'vmg dilakukan freedomhouse fshun 2022 negara Filipina
menermpati 'pnﬁr] ke 55 dm !m {_quhm House, _'Eﬂﬂhj Augir.n ini hdaJL terpaut Jnuh
terkait km;nllllk dan hak--tlpll. Perkembangan mimutmi‘mil:ﬂ:m ‘adanya penurunan
dalam plielisme peliiik dan penghormatan terfiadap kehebatan berekssseatiali Filipina.
Situasi ini ‘mengkhawutirkan karena demokrasi yung schat dun berfungsi dengan baik
membutuhkan kebebasan sipil yang kuat, hak politik yang dihormati. dan keterlibatan yang
inklusif dari semua elemen masyarakat, Oleh karena itu, tantangan ini harus diatasi melalui
upava kolaborotif dari berbagai pihak. termasuk pemerintah, mm&nl aa.p:l dan komunitas
internasional, Diperfiukan langkah-langkah kenkret untuk memperkuat lembaga-lembaga
demokrasi. memastikan perlindungan hak asasi manusia, W'kﬂi keadilan, dan

mengembangkan ruang politik yang inklusif bagi semua wm‘pﬂﬁpm
ehijakar Mm mjug:a telah menyebabkan munculnya aksi
Vigilante, yaitu ﬂ-'udnkﬂn penangkapan dan’ penembakan I:myﬂt@ terhadop mdividu yang

terlibat dalam penggunaan dan penyalahgunaan MWW hukum yang dilakukan
oleh kelompok ini dilakukan tanpa melalui proses hukum- veng adil. sehingga menimbulkan

keprihatinan serius terhadsp pelanggaran hak asasi manusia dan kebebasan individo (Kine,
2017} Selain itw, Filipina juga menghadapi penigkatan kekerasan terhadap pihak oposisi
dalam ranah politik. Kekerasan ini meliputi tindakan kriminal dan penuntutan yang dilakukan
oleh pemerintah terhadap pihak oposisic Tindakan tersebut bertujuan untuk membunghkam
kritik terhadap kebijakan pemerntah dan mempersempit ruang demokrasi yang ada.



Selama lima tahun terakhir, Filipina telash menghadapi tantangan utama dalam hal
kebebasan sipil dan hak politk dalam konteks demokrasi. Di bawah pemerintahan Rodrigo
Duterte, indeks demokrasi di negara tersebut mengalami beberapa penurunan. Adapun
penurunan ini fterutama disebabkan oleh pemerapan kebijakon vang diperkenalkan oleh
Presiden Duterte dalam upavanya untuk memberantas peredaran narkoba. Selain itu, undang-
undang baru seperti Anti-Tervorism Ace 2020 juga telash memicu kekhawatiran tentang
kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dan dampaknya terhadop kebebasan berpendapat
{MeCarthy, 2020).

Sebagai penutup latar belakong skripsi, permasalphan demokrasi di Indonesia dan
Filipina. menjadi fokus ysiig ktaplckeSiiie penting Uitk Bipahami. Penurunan kualitas
demokrasi yang dihubungkan dengan kehadiran pemimpin populistis serta kebijakan yang
MENZANCHm knhdsﬂm =il mmjldim smtrni Oleh koreng iw. pem.hghg: kedua negara
i untl foelakuikan angkah-langkah pestaikan yang meliputi pengiatan lembaga-lembaga
demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, promosi keadilsn. dan dikungan terhadap
kebebasan berpendapat serta kebebasan media. Mendorong partisipasi aktif masyarakat
dalam proses demokrasi, memperkunt prinsip-prinsip pluralisme, seria membangun dialog
yang inklusif dan kenstruktif juga merupakan upaya penting dalom mmpﬂflniki situnsi
demokrasi di kedus negara. Dengan demikian, diharapkan akan tercipty lingkungan yang
kondusif bagi demokrasi yang sehat dan berfungsi dengan baik di Indoesia dan Filipina.

1.2, Rumusan Masalal
Adapun dant latar belokang masalah yang felah dijelaskan  penulis. maka
memunculkan pertanynan yang menjadi focus dalzm penilitian ini yakni:
* Bagmimana performa perkembangan pﬂhuplﬁpﬂ&ﬁn kebebasan berpendapat
ditengah menguatnya tren populisme Indonesin dan Filipina tahun 2018-2023 7

1.3, Tujuan Penelltian

Penelitian yang berjudul “Perbandingan Performa Partisipasi Politik dan Kebebasan
Berpendapat Indonesia-Filipina 2018-2023 di Tengah Menguatnya Populisme™ tujuan
penelition yang kendak disampaikan penulis yakni:



|. Menganalisis perbandingan performa demokrasi di Indonesia dan Filipina dalam
focus partisipasi politik dan kebebasan berpendapat pada tahun 20018-2023 di
tengah menguatnya tren populisme.

2. Menganalisis sejauh apa populisme mempengaruhi performa partisipasi politik
dan kebebasan berpendapat di keduna negara.

L4. Manfaat Penelltian

Adapun memasuki peda manfaat penelitian, penulis akan menjabarkan secara Teontis

dan Praktis dengan menguraikan manfaat apa yang akan didapatkan melalui penelitian ini

diantaranya:
I. Secara Tearitis
Penlitian in: dibarapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan
keilmuan Hubungan Internasional terutama dalsm. memshami don melihat
perbandingan performa demokrasi di hﬂmﬁu dan. Filipina dalam fokus
partisipasi politik dan kebebasan berpendapat pada tahun 20182023 di tengah
menguatnya tren populisme.

mfﬂt paktis akan kembali diuraikan penulis diantaranya
1) Manfaat bagi Penulis. penelitian ini diharapkan. dspat memperluas

3

pengetahuan dan wawasan bagi penulis umkmgmhjngkan lebih
dalam terkait isu yang relevan, adapun mi bermanfmat bagi penulis

‘sehagal syarat unmkmnpemleh gelar Strata Satu (S1) dalam program
MMWEL Flkumwl dan Sosial Universitas
“Amikom Yogyakarta.

Manfaat bagi akademisi. Penelitian ini diharapkan dapat menambah
wawosan khasamah thmu dalam kagran fiteratur Hubungan Internasional

dan menjadi rujukan mengenai performa demokrasi Indonesia-Filipina
dalam kebebasan berpendapatl dan partisipasi politik dalam tahun20]&-
2023 terakhir. Adopun harapannya bagi akademisi selanjutnya dapat
mengebangkan topik yang diajuksn dalaom sknipsi mi yang mungkin
tidak secara terperinci dijelaskan lebih dalam.

Manfaat bagi Masyarakat Umum, Penelitian ini harapannya dapat
memberikan pengetahuan dan wawasan bagi masyarakal umum yang
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ingin mengetahu dan mendalami terkait pengetahuan dalam keilmuan
Hubungan Internasional terutama dalam hal pengaruh  pengaruh
populisme terhadap partisipasi politik dan kebebasan berpendapat di
Indonesia dan Filipina.

1.5, Sistematika Bab
Dalam skripsi ini penulis membagi sistematika kepenulisan dalam 5 Bab sesuni

dengan ketewntuan yang telah ditetapkan yaitu:
BAB I PENDAHULUAN

Penulis menguraikan lmbelutaugpumm terkait topik yang menjadi fokus
penulisan. Dalam hal ini, penulis menjelaskan bagaimana kedua negara ini memiliki
ciri-cirl demokrsi serfs fantangan yang mereka hadapi dulam proses dinamikanyn.
Selain itw, penulis jugl.mml&nn rumusan masalsh, juan penelitian, manfantnya,
dun menguriken  struktur penulisan untuk mm;inﬂdi pemihaman yang lebih
mendalam tentang Skripsi dengan topik vang dibahns. Selurah informasi tersebut

tercakup dalam konteks tersebut.:

1.1 Latar Belakang Masalah
1.2, Rumusan Masalah
1.3, Tujuan penelitian
I' 4 Manfaal Penelitian
|5, Sistematika Bab
BAB 11 TINJAUAN Hmm

Dalam pmﬁmjﬁ, pemilis akan menjelsskan secara ringi teon yang menjedi dasar
dalam penelition ini. Penulis juga akan melakukan tinjsuan ulang terhadap penelitian-
penelitian sebelumnya yang telah Wtﬁgﬂ:m relevan dengan penelitian
ini. Selain itu, penulis akan menyajikan kerangka pemikiran yang akan digunakan dan
merumuskan kesimpulan sementara atau hipotesis terkait dengan penelitian i,

BAB LI METODOLOGI FPENELITIAN

Peneliti akan menjelaskan kategori penelitian don strategi yang diterapkan dalam
penelitian untuk menghimpun informasi dan teknik evaluasi data yang digunakan,
beserta variabel-variabel yang dipertimbangkan dalam studi tersebut.



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan temuan dan bukti-bukti yang dihasilkan dari analisis terhadap masalah
BABV PENLTUP

sebelumnya. Ini akan mencakup kesimpulan dan rangkuman mengenai argumen yang
telah diajukan, saran yang telah agenda penelitian lanjutan yang
dianggap  penting_ untuk atau dikembangkan,
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